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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat diwujudkan dengan menerapkan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien (Saputra :2016). Keberhasilan instansi memiliki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berbanding lurus dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah., dalam praktiknya kematangan instansi pemerintah dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) tidak mudah. Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai focus central harus diberi perhatian lebih dan dibenahi sistem kinerjanya, karena SDM atau dalam instansi pemerintahan disebut dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), menjadi kompenen penting dalam penerapan reformasi birokrasi yang menjalankan roda pemerintahan.
Salah satunya adalah Kementrian Pertahanan (Kemhan), Kemhan berupaya melakukan pembenahan sistem pemerintahan dalam mewujudkan 8 (delapan) area sasaran reformasi birokrasi. Komitmen dan upaya tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertahanan (Kepmenhan) Nomor: KEP/1273/M/XII/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kemhan Tahun 2015-2019. Road map tersebut merupakan pedoman bagi seluruh penanggung ja wab program serta Kepala Satuan Kerja (Kasatker) atau Kepala Sub Satuan Kerja (Kasubsatker) dalam melaksanakan program reformasi birokrasi Kemhan. Dalam road map tersebut dijabarkan bentuk program pada area-area perubahan, seperti manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan perundang-undangan, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Terkait nilai indeks reformasi birokrasi, Kemhan selalu menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Pada 2017 misalnya, nilai indeks reformasi birokrasi Kemhan mencapai 67,78. Angka itu kemudian naik menjadi 67,97 pada 2018. Untuk hasil evaluasi implementasi SAKIP, pada 2018 lalu Kemhan memperoleh nilai 64,55 dengan predikat B. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya. 
(http://nasional.kompas.com/read/2019/07/17/09564881/kemhan-berkomitmen-lakukan-reformasi-birokrasi).
Hasil evaluasi Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam proses implementasi manajemen kinerja di Indonesia, yaitu ketidakmampuan instansi pemerintah untuk menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi pada hasil, menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan derajat ketercapaian tujuan/sasaran,  menetapkan aktivitas (program dan kegiatan) yang berdampak bagi pencapaian tujuan/sasaran, dan menetapkan alokasi anggaran program/kegiatan yang selaras dengan tujuan/sasaran (http://rbkunwas.menpan.go.id/).
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Sumber: Urpers Rindam III Siliwangi (2020)
Gambar I.1 Pengukuran Cara Kerja PNS 
Gambar I.1 diatas adalah menunjukkan bagaimana cara penilaian sasaran kinerja pegawai atau SKP PNS/ASN dilaksanakan, yang berisi kegiatan tugas pokok jabatan dan target yang ditetapkan dimana aspek-aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan atau biaya harus dinilai sebagai target kerja yang harus dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan job description yang menjadi tanggung jawabnya.
Pada penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder dari Urpers Rindam III siliwangi berupa data rekapitulasi nilai kinerja PNS Rindam III Siliwangi sejumlah 25 orang. dari hasil data tersebut menunjukan kinerja PNS pada tahun 2019 rata-rata mendapatkan nilai kinerja diatas 80 (baik), namun belum memenuhu standar target yang ditetapkan minimal mencapai angka 91 (sangat baik). Dapat disimpulkan kinerja PNS Rindam III Siliwangi ditengarai masih belum sesuai seperti yang diharapkan, walaupun secara penilaian kinerja pada tahun 2019 rata-rata baik. Untuk meyakinkan fenomena tersebut, maka penulis melakukan pra riset, berikut data yang didapat oleh penulis:
Tabel 1.1
Hasil Kuesioner Pra-Riset Kinerja PNS Rindam III Siliwangi
[image: ]Sumber: Pra Riset terhadap kinerja PNS Rindam III Siliwangi
Hasil pra riset pada tabel 1.1 yang dilakukan kepada PNS Rindam III Siliwangi, dari 6 (enam) unit kerja didapatkan 1 unit kerja yang memiliki nilai diatas 3,5 (dari skala 1-5), dan 5 unit lain masih dibawah nilai rata-rata 3,5. Sementara jika target penilaian adalah diatas atau sama dengan 4 maka belum ada yang memenuhi kriteria, hal tersebut dapat disimpulkan, bahwa hasil kuesioner pra riset dengan hasil penilaian kinerja yang dilakukan sebelumnya oleh pihak instansi tidak bertolak belakang, dimana kinerja PNS Rindam III Siliwangi sudah masuk dalam kategori baik (Hasil SKP diatas 80 dan hasil pra riset rata-rata 3,5), namun masih belum mencapai target yang diinginkan oleh instansi (hasil SKP ≥  90 dan hasil pra riset ≥4).
Menurut Rivai dalam Irvansyah Aiyub (2018:10) menyatakan bahwa kinerja pegawai pada dasarnya merupakan tingkat keberhasilan seorang pegawai secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Kinerja adalah hasil kerja  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas yang  dicapai  oleh  seseorang  dalam  melaksa-nakan   tugas   sesuai   tanggung   jawab   yang diberikan”   Kadir dkk dalam Anwar    Prabu    Mangkunegara (2014). Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja pegawai, (Meilinda et al., 2019) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai tersebut meliputi: data dan informasi, sumber daya, peralatan dan lingkungan, konsekuensi hasil kerja, keahlian dan pengetahuan, kemampuan, motivasi, insentif dan imbalan.
Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan berkompeten, memiliki peran penting dalam menjalankan reformasi birokrasi pada tata kelola pemerintah dalam mewujudkan clean and good governance. Tetapi pada kenyataan pelaksanaannya, perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa tersebut tidak mungkin akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif tanpa kesejahteraan yang layak dari sumber daya manusia. Pegawai akan merasa terjamin kesejahteraannya jika seluruh kebutuhan pegawai tersebut dapat terpenuhi, termasuk juga kebutuhan ekonomi (financial), yang dalam hal ini diwujudkan pada sistem penggajian (remunerasi) pegawai. Pada dasarnya, program reformasi birokrasi menentukan kebijakan remunerasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan  dari  kebijakan reformasi birokrasi, yakni  termasuk  dalam lingkup penataan sistem birokrasi. Hal yang melandasi adanya kebijakan remunerasi adalah kesadaran sekaligus komitmen pemerintah untuk mewujudkan clean and good governance (Alawiya, et. al.; Haryanto, 2016: 36).
Kesejahteraan yang dijamin oleh pemerintah dalam sistem penggajian (remunerasi), secara tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja pegawai, pegawai akan merasa tercukupi dan fokus memberikan kontribusi optimal kepada lembaga. Remunerasi diharapkan mampu memberikan motivasi dan dorongan bagi pegawai untuk lebih professional dan meningkatkan kinerjanya. Seperti halnya, pada PNS Rindam III Siliwangi, sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah Kemham telah menerapkan remunerasi pada pegawainya sebagai salah satu bentuk pelaksanaan birokrasi reformasi. Remunerasi pada PNS Rindam III Siliwangi ini diterapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
Sistem remunerasi memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan PNS/ PNSD di Indonesia. PNS/PNSD merupakan penyelenggara negara yang mempunyai tugas sebagai pelayan publik (public service) perlu dikelola dan diperhatikan kesejahteraannya, baik saat masih bekerja maupun setelah pensiun (Haryanto, 2016: 42). Menurut Surya (2004) dalam Angliawati (2016) menyebutkan bahwa remunerasi “remunerasi adalah sesuatu yang diterima pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah diberikannya kepada organisasi tempat bekerja”. Remunerasi mencakup semua imbalan baik berbentuk uang maupun barang, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin, dan baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Imbalan langsung misalnya: gaji/ uang, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, bonus, dan berbagai jenis bantuan yang diberikan secara rutin. Imbalan tidak langsung terdiri dari fasilitas, kesehatan, dana pensiun, santunan musibah.
	Surya (2004) dalam Angliawati (2016) menambahkan prinsip dasar sistem remunerasi yang efektif mencakup prinsip individual equity atau keadilan individual, dalam arti apa yang diterima pegawai harus setara dengan apa yang diberikan pegawai terhadap organisasi. Internal equity atau keadilan internal dalam arti adanya keadilan antara bobot pekerjaan dan imbalan yang diterima serta external equity atau keadilan eksternal dalam arti keadilan imbalan yang diterima pegawai dalam organisasinya dibandingkan dengan organisasi lain yang memiliki kesetaraan. Sistem remunerasi adalah masalah yang sensitif dan tidak mudah untuk dilaksanakan. Kesalahan-kesalahan dalam menentukan kebijakan remunerasi dapat menimbulkan gejolak pada anggota yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, untuk menentukan sistem remunerasi yang baik diperlukan analisis yang baik oleh manajemen organisasi. 
Menurut Wahyudi dalam Haryanto (2016: 36) mekanisme pengaturan sistem penggajian atau remunerasi menjadi kata kunci yang wajib diperhatikan. Terlebih jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian) yang telah diganti menjadi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU-ASN), setiap PNS/PNSD berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya. Remunerasi ini berlaku juga untuk PNS di lingkungan HANKAM, berdasarkan PERPRES tahun 2015 dan PERPRES tahun 2018 maka adapun besaran untuk PNS di lingkungan HANKAM dapat dilihat pada tabel 1.1.
Tabel 1.2
Besaran Remunerasi Di Lingkungan HANKAM
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Sumber : https://setagu.net/tunjangan-kinerja-tni-polri-naik-menjadi-70/
Dari tabel I.1 dapat dilihat besaran tunjangan remunerasi yang diberikan kepada PNS, besaran nominal yang diberikan dibedakan berdasarkan dari golongan atau jabatan. Semakin tinggi golongan/jabatan berbanding lurus dengan tanggung jawab yang diemban, semakin besar pula tunjangan remunerasi yang diberikan.
Sementara itu, dalam Haryanto (2015), disebutkan bahwa pemerintah telah memperbaiki program remunerasi yang layak bagi para PNS/PNSD dengan menerapkan tunjangan kinerja atau remunerasi di hampir semua Kementerian Lembaga (K/L) dan beberapa daerah tertentu sebagai proyek percontohan. Fasilitas remunerasi tersebut diprioritaskan untuk melakukan perubahan di delapan area reformasi birokrasi, antara lain perubahan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia (SDM), aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pela-yanan publik, pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur. K/L yang mampu memenuhi pencapaian reformasi yang ditetapkan Kementerian PAN dan RB akan memperoleh remunerasi tertinggi, dalam arti dibayarkan penuh 100 persen.
Umpu et al., (2017) berpendapat bahwa kinerja sendiri tidak dapat tercapai secara optimal apabila remunerasi tidak diberikan secara proporsional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan  Furqan (2016)  mengenai hubungan antara  pemberian  remunerasi  terhadap  kinerja  pegawai,  menunjukkan  bahwa  terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel remunerasi dengan variabel kinerja pegawai.
Permasalahan lain yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai adalah budaya kerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam suatu instansi pemerintah adalah budaya kerja, dimana faktor tersebut sangat erat kaitannya dalam meningkatkan kinerja pegawai, sebab dengan tercapainya budaya kerja yang baik dan ditunjang oleh kerjasama dengan sesama pegawai, maka akan tercapai hasil yang dapat meningkatkan kinerja kerja pegawai (Tika; DR Sari, 2016: 1).
Menurut Robbins (2003:11) dalam Wulandari (2016) mengatakan budaya kerja merupakan “Suatu sistem pengertian bersama yang dipegang oleh anggota suatu organisasi yang membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya”. Terbangunnya budaya organisasi ditentukan oleh adanya budaya individu dalam organisasi yang dapat berkembang apabila setiap individu dalam  organisasi memiliki “komitmen” tinggi dalam Rancangan Undang-Undang  Kepegawaian yang akan disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan visi dan misi organisasi (Maryesa, et. al., 2017:161). 
Diterapkannya budaya kerja pada suatu lembaga atau instansi, dapat dijadikan salah satu acuan bagi ketentuan peraturan yang berlaku, secara tidak langsung pimpinan dan pegawai akan terikat pada aturan tersebut, sehingga dapat membentuk membentuk sikap dan perilaku pegawai sesuai visi, misi dan strategi instansi. Pada akhirnya, proses pembentukan tersebut akan menghasilkan pemimpin dan pegawai yang memiliki integritas yang tinggi. Menciptakan kondisi budaya kerja yang kondusif dapat mendukung terciptanya kinerja yang baik, peran serta pimpinan dalam mengsosialisasikan budaya kerja kepada pegawai sangat diperlukan, mengingat kinerja pegawai yang kompleks dengan karakteristik pegawai yang berbeda-beda. 
Tabel 1.3
Frekuensi Absensi Tanpa Keterangan Rindam III Siliwangi

	TAHUN
	JUMLAH PNS
	FREKUENSI ABSENSI
	PERSENTASE (%)

	2018
	158
	50
	32

	2019
	152
	43
	28

	2020
	147
	52
	35


Sumber: Urpers Rindam III Siliwangi
Merujuk dari tabel 1.2 dapat diketahui pada tahun 2020 frekuensi tidak hadir lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai 35%. Dapat dilihat rata-rat ketidakhadiran tiap bulan sekitar 4 orang. Besarnya frekuensi ketidak hadiran pegawai, akan berdampak pada pekerjaan yang harus diselesaikan, karena beban kerja yang bertumpuk dan tidak terselesaikan tepat waktu. Kurang optimalnya kinerja pegawai di lingkungan PNS Rindam III Siliwangi dipengaruhi oleh sosialisasi budaya kerja yang belum diterapkan secara optimal, karena masih terdapat kebiasaan pegawai yang kurang baik. Hal ini tercermin dari pegawai yang belum mentaati kedisipilinan di lingkungan kerja, seperti: tidak mengikuti apel pagi karena terlambat, keluar kantor saat jam kerja, pulang kerja sebelum waktunya, semangat kerja yang biasa-biasa saja, berselancar di dunia maya (sosial media) saat jam kerja, pekerjaan yang tidak terseleasaikan tepat waktu dan absensi yang tidak sesuai dengan kehadiran pegawai.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anatacia (2018) mengenai pengaruh budaya kerja (corporate culture) terhadap kinerja karyawan, hasilnya berpengaruh posotif signifikan antara variabel buaya kerja dengan variabel kinerja.

Kurang tercapainya kinerja PNS Rindam III Siliwangi dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti: atasan yang kurang bisa mempengaruhi PNS agar loyal dan mematuhi aturan yang ditetapkan di Rindam III Siliwangi dan kemampuan untuk membawa pegawainya kepada tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Pemberian remunerasi yang tidak tetap waktunya dan kurang berfungsinya budaya organisasi yang telah ada di organisasi sebagai suatu norma dalam berperilaku di organisasi, serta kurangnya dilakukan pendidikan dan pelatihan yang dapat memberikan tambahan motivasi bagi pegawai untuk mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untukmelakukan penelitian dengan judul “PENGARUH REMUNERASI DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PNS RINDAM III SILIWANGI”.

1.2. Masalah Penelitian
1.2.1. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana remunerasi terhadap kinerja PNS? 
2. Bagaimana budaya kerja terhadap kinerja PNS? 
3. Bagaimana remunerasi dan budaya kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan?

1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 
1. Mengetahui pengaruh remunerasi terhadap kinerja PNS.
2. Mengetahui pengaruh remunerasi terhadap kinerja PNS. 
3. Mengetahui pengaruh remunerasi dan budaya kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:
a. Aspek Teori
Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama bagi penelitian yang sejenis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan penelitiannya. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengemban ilmu mengenai pengembangan sumber daya manusia, khususnya mengenai remunerasi, budaya kerja dan kinerja pegawai, sehingga dapat memperoleh permodelan-permodelan baik praktek maupun secara konseptual serta dampaknya terhadap instansi. 
b. Aspek Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi pengelola sumber daya manusia dan pimpinan instansi dalam memahami pengaturan remunerasi dan budaya kerja yang dikelola oleh instansi untuk membenahi kinerja pegawai dalam upaya meningkatkan nilai instansi pemerintah dimata masyarakat.
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